
) -r;'.;

LETIBARAN DAERAH
KASI'PATE?{ MA'ALEilGKA

NOMOR: 13 TAHUN 2gO8

PERATURAH DAERAH KABUPATEN MA'ALENGKA

NOMOR 13 TAHUN 2OO8

TENTANG

PERUBAHAT{ ANGGARAI{ PEf{DAPATAN DAN BEIAT*'A DAERAH
KABUPATEN IIIATALENGI(A TAHUN AilGGAR,IN 2OO8

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MA]ALENGKA,

Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan pedcembangan yang tidak sesuai dengan

asurnsi kebijakan umurn APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar pnis belanja,keadaan yang
menyebablon slsa lebih tahun arggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka pertu dilakukan
perubahan APBD tahun arqgaran 2008;

b. hlrwa sehubungan dengan hal tersebut @a huruf a, perubahan APBD
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 20O8 perlu ditetapkan dengan
perafuran daerah,
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Mengingat :

1. Undang{Jndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemhntukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesi,a Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarh dan lGbupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan hemh-Daerah Kabupaten
Dalam Ungkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paiak Bumidan Bangunan
(Lembaran Nqgara Republik Irdonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran $legara Republik Indonesia llrynor 3312) sebagaimana telah
diubah dengnn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tenbng Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Eangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undarq Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
ReUibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997

l'Iomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengnn Undang-Undang Nonror 34 Tahun 2000
tentarg krubahan Abs Urdang-Undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indmesia
Tahun 2ffi Nonpr 246, Tambahan l-ernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor r+0a8);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tenhng Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nonpr 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (tembaran Negara
Republik Indoneia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nqara
Republik lndonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undarry Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RepuHik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang...........3



7. Undang-Urdarg l,lornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2@4 Noncr 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang l,lomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perahtran
Perundang-urdargan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorsia Nomor 4389);

9. Undang-lJndarg Nomor 15 Tahun 20O4 tenhng Pemeriksaan, Pengeblaan
dan Tanggung Jawab Keuangnn Negara {Lembaran Negara Republik
Indmesia Tahun 2S4 l{onpr 65, Tambahan Lembaran Negam Republik
Irdonesia Nqns rHtE);

10. Urdang-UndarE Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem krenenaan
Pernbargunan l,lasiranal (Lembaran Nqara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorreia Nomor
+421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20&4 tentang Pemerinhhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa hli diubah terakfiir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Abs Undang-Urdang Nomor 32 Tahun
2004 tentarg Pernerintahan Daerah (lembaran Nqara Republik Irdonsia
Tahun 2008 ilomor 59, Tambahan Lernbaran Nqara Republik Indoneia
Nonpr aBaa);

12. Urdang-UruCang Nslror 33 Tahun 2004 tenhng Perimbangan Ker.aqgan
Antara Perneri'nHh Pusat &n PemerinEhan Dasah (Lembaran Negara
Reput$ik Indorresia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor fifi);

13. Pemhran Pernerinbh Noms 65 Tahun 2fr)l tentang Pajak Daemh
(Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2001 Nornor 116, Tambahan
Lembaran Negara RepuUik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Psnerintah Nomor 66 Tahun 2001 Entang Retribusi Daerah
(Lembaran Negnra Republik Indormia Tahun 2@1 Nonpr LL9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan PemerinEh........3



15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2@ tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negam Republk In&rresia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 44L6\,
sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nornor 21 Tahun 2(87 tentang Perubahan Ketign Atas
Peraturan Pemerinhh Nonpr 24 Tahun ZW tenhng Kedudulon
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lsnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2@7 $lomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772);

16. Peraturan Penerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lonbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran lrlegara Republik Indonesia
Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2@5 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Irdoneia l{onror 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nsnor 55 Tahun 2@5 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 2@5 llomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia l''lornor 4575)l

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Entang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lrdoneia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tenbng Hibah Kepada
Daerah (Lemhran Negara Republik Indormia Tahun 2005 Nonpr 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l*omor 4577);

22. Peraturan Femertntah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelohan
Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik Indoreia Tahun 2005
Nonpr l4O, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indormiil Nomor
a57B);

23. Peraturan Penerintah.........5
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23. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pdoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15Q Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggnraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Insilansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a6tfl;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
PernerinEhan Antara Pemerintah, Penrerintahan Daerah Propinsi dan
PernerinEhan Daerah KabupatenlKota (Lemhran Nqam Republik
Indonesia Tahun 2(87 l*lomor 82, Tarnhhan Lernbaran Negara Republik
In&nes*r Nomor 4737);

27. Peraturan Fenrerintah Nornor 4l Tahun 2007 tenbng 0ryanisa$ Perargkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 l,lornor 89,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 475$;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2S6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tehh diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Psaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Iahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lemhran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, SeriA);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majahngka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah lGbupaten Maialengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalangka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
IGbupaten Majalengka Nomor 1);

31. Peraturan Daerah.........6



31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nsnor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalerqka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nonpr 4 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Staf
Ahli dan Sekretariat Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalergka (Lembaran Daerah Kabupaten Majahngka Tahun 2008 Nomor
4);

33. Peraturan Daerah Kabupate* Majalengka Nomor 5 Tahun 2ffi8 tentang
Kedudukan, Tugas hkok dan Susurnn Organisasi Dinas Daerah tGbupaten
l4ajahrEle (l*onbaran Daenh lGbupaten Majalenglo Tahun 2008 Nornor
s);

34. Peraturan Daerah lGbupaten tvlajalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas Pokolg Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah lGbupaten MaBlengka
Tahun 2008 l,tomor 6);

35. Peraturan Daerah Kabupaten lvlajalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan
Kelurahan Kabupaten Majahrgka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalergka Tahun 2@8 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah (abupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2008 hntang
Kedudukan, Tugm Pokolg Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong
Praia Kabupten Majalenglc (Lernbaran Daerah lGbupaten Majahngka
Tahun 2008 Nonor 8);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majahngle Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Perubahan Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Maiahngka Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 Nomor 13);

Dengnn Persetujuan Bersama

DEWA]T PERWAKILAIT RAI(AT DAERAH
KABT,PATEI{ I'IA,A1f NG XA

dan

BUPATI MAJATEHGKA
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IIIEHUTTTSI(AI{ :

Menehpkan:
PERATURA?{ DAERAH TENTA]IG PERUBAHAf{ AI{GGARAN
PENDAPATAH DAI{ BEI-AI{IA DAERAH I(ABI PATEII I.IAIALEIreKA
TAHUN AT*GGARAil 2(x'8

Pasal 1

krubahan Anggaran Pendapabn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

dapat diulaikan dengan perinclan sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula Rp.850.877.936.026,70

b. bertambah Rp. 35.645.950.6,14,,t0

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.886.523.886.571,10

2. Behnja

a. sernula Rp.876.545.958.208,29

b. bertambah Rp. 44.080.749.374,81

Jumlah belanja setelah perubahan Rp.920.625,717.583.10

surplus/(defrsit) setelah perubahan Rp.(3.+.102.830.912,@)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) ssnula Rp. 37.387.905.445,00

2) bertambah Rp. 1.966.@2.S2,00

Jumlah pererimaan setelah prubahan Rp. 39.353.908.43200

b. Pengeluaran...........6



b. Pengeluaran

1) semula Rp.11.719.873.263,4!

2) hrkurarg Rp.(6.,168.795.738,41)

Jumlah pengeluaran setelah poubahan Rp. 5.251.077,525.00

Jumlah psnb{ayaan neto Selah perubahan Rp. 34.102.830.912,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagnimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Sernula RP.'14.613.47.777,LO

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.886.929.646.00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.47.500.377,423,1A

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp.731.815.228.U9,6A

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.380.636.110,,t0

Jurnlah dana perimbangan sefrelah perubahan Rp.741.195.864,160,00

c. Lain-lain perdapatan daerah ),arE sah

1) Semula W. 74.449.260.200,00

2) BerHmbah/(berkurary) Rp. 23.378.384.8S,00

Jumlah hin{ain pendapabn daerah

yang sah setelah perubahan W. 97.827.6,45.088,00

(2) Pendaptan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis perdapatan:

a. Pajak Daerah.........9



Pajak Daerah

1) Semula Rp. 4.22.5@.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 288.250.000.00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 4.510.750.000,00

Retribusi daerah

1) Semula Rp. 31.743.069.620,00

Z) BertambatV(berkurang) Ro. 3.297.409.10Q00

Jurnlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 35.0,$0.478.720,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 1.780.647.L62,AA

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 461.958.,+46,00

lumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setehh perubahan Rp. 2.242.605.608,00

Lain-lain perdaptan mli daerah yang sah

1) Semula Rp. 5.867.230.995,10

2) Bertamhtlfterkurang) Rp. (1.150.687.900,00)

Jumlah hin{ain pendapatan asli daerah

setehh perubahan Rp. 5.706.543.095,10

(3) Dana perimbangnn sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Dana bagihasil

1) Semula Rp. 81.461.788.049,60

2) Berhmbah/(berkurang) Rp. 9.380.636,110,,CI

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 90.842.424.160,00

9
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b. Dana alokasi umum

1) Semub Rp.600.795.440.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 600.795.440.000,00

c. Dana abkasi kttusus

1) Semula Rp.49.558.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 49.558.000.000,00

(4) lain{ain pendapatan daerah }rang sah sebagaimana dimaksud pada

aya(l) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 650.O00.0m,m

2) Bertambah/(berkurang) Rp. .00

lumlah Hibah dari Pemerintah setelah perubahan Rp. 650.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurarg) Rp. 5.0$.000.000.S

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp,20.741.654.0m,m

2) BerHilbahl(berkurang) Bp. 5.39{,87-4,753,00

Jumlah dana bagi hasil paiak setelah

prubahan RP. 26.136.528.753,00

10
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d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 16.933.534.u+00,00

2) Beftambah/(berkurang) Rp. 50.739.080.00

Jumlah penyeuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan Rp. 16.984.273.480,00

e. Bantuan keuangnn dari provimi atau pemerintah daerah lainnya

1) Sernula Rp. 36.124.071.800,00

2) Bertambah/{berkurang) Rp. 12.932.21.055.00

lumlah bantuan keuangan dari provinsiabu

pemerfntah daerah lainnya setelah perubahan Rp.49.056.842.855,00

pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiriatas:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula Rp.530.103.525.375,00

2) Bertambah/(berkurang) W. 29.820.595.292,72

Jumlah beianja tilak langsurg

setehh perubahan Rp.559.924.L21.667,72

b. Bdanja hngsung

1) Semula Rp.345.2142.44L.833,29

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.260.154.082.09

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp. 360.702.595.915,38

11
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(2) Belanja Tldak LangsurE sehgaimana dimak*d pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp.446.672.527.375,0A

2) Bertambah/(berkurang) W. 37.543.769.737.72

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 484.216.297.112,72

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Berhmbah/(berkurang) Rp. Q00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 500.0ff).000,00

2) Bertambah/(berkurang) Ro. 0,00

Jumhh behnja s6sidisetelah perubahan Rp. 500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Sernula Rp. 18.7LO.724.000,00

2) Bertambahl(berkunng) Rp. 1.2160.0S.000.00

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp. 20.L70.724,00O,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 11.,149.5m.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.629?5S.055.Q0

Jumlah belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 16.078.758.055,00

t2
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f. Behnja bagi Hasil

1) Semula Rp. 1.667.9ffi.000,00

Z) Eertambah/(berkurang) Ro. (117.411.50800)

Jumhh belanja Bagi Hasilsetelah perubahan Rp. 1.550.488.500,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp.50.602.875.0@,00

2) BertambaV(be*ur:ang) Ro. (13.575.021.0@.00)

Jumlah belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp. 37.A27.854.000,00

h. Belanja TidakTerduga

1) Semula Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah/(berkumrg) Rp.(120.000.000,00)

Jumlah belanja Tldak Terduga

setelah prubahan Rp. 380.000.000,00

(3) Bdanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja @awai
1) Semula Rp.75.775.421.808,25

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (61.641.794,99)

fumlah belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 75.713.780.A13,27

b. Belanja Bararq dan Jasa

1) Semula Rp. 120.183.49A.?46,75

2) Bertambahl$e*urang) Rp. (584.2214J70,66)

lumlah belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp 119.599.U5.476,A9

c. Belanja Moda1.......... 14
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c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 150.483.529.778,28

2) Bertambah/(berkurang) Rp. L4.9A6.A40.647,74

Jumlah belanja Modal

setelah perubahan Rp. 165.389.570.426,02

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dahn Pasal l terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 37,387.905.445,00

2) Bertambah/(brkurang) Rp. 1.966.002.992,00

lumlahpnerimaansetelahperubahan Rp. 39.353.908.437,A0

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 11.719.873.263,41

2) Beftambah/(berkurang) Rp. (6.a68.795.738.41)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.251.077.525,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksaud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 29.557.846.345,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.603.250.561,00

lumlah S|LPA setelah perubahan Rp. 31.161.096.906,00

I4
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b. Pencairan Dana Cadangan anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp.5.000.000.000,00

2) BertambatV(berkurang) Rp. 0.00

lumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. 5.000.800.m0,00

c. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula Rp.2.830.059.100,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 362.752.f31.00

Jumlah penerimaan pubng setelah perubahan Rp. 3.192.811.531,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan

a. Penyertaan Modal (investasi) Psnerintah Daerah sejumlah

1) Sernula Rp.8.ffi0.000.000,00

2) BerEmbah/(berkurang) Rp.(4.500.000.000.00)

Jumlah penyertaan modal (investasi)

setelah perubahan Rp.3.500.000.000,00

b.Pembayaran Pokok utang sejumlah

1) Semula Rp. 3.719.873.263,4t

2) Berhmbah/(berkurang) Rp. (1.968.795.738,41)

lumlah Pernbayaran pokok utang

setelah prubahan Rp. 1.751.077.525,A4

Pasal5

Uralan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pmdapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang Udak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I..........16
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1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pernerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. l-ampiran IV Rekapitulasi Peruabahan Belanja menurut urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

6. Lampimn VI Daftar Penrbahan jumlah pegawai per golongan dan per

jabatan;

7. Lampiran VII Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-keglatan Tahun Anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

Tahun Anggaran ini;

9. tampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan ObligasiDaerah.

Pasal 6

BupaU menehpkan Peraturan tenhng Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Lardasan Operasional Pelaksanaan

Perubahan APBD.

Pasal 7...................17
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan'

Agar setiap or.trE mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah'

DitetaPkan di Maialengka

pada tanggal 31 Oktober 2008

BUPATI IIIA'ALENGKA,

Trd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Malllengka

pada tanggal ]1 oktober ?OOB

PIt, SEKRETARIS DAERAH

HERMAIiI SEilD'A'A

LEMBARANDAERAHKABT'PATEI{MA'ALENGKATAHUN2OOS
iloMoR..Je.
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